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KEPLUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINAST PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN
NOMOR: 570/ 4 -0PS.Dindik/BEPMIT/1/2016

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPTRASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
PEDULI BANGEA

HEPALA BADAN HOORDIMNASL PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN
TERPADU PROVINSI EANTEN,

. Menimbang ‘a.bahwa  dalam rangla mencerdaskan  kehidupan
bangsa dengan memberikan peomahaman dibidang
pendidilan, schingga dapal menciprakan peserta
didik yang pintar dan cerdas;

b. bahwa  berdasarkan  surat  dari Kepals  Dinas
Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 421/0081-
Dispend /2016 tanggal @ 11 Januari 2015 Perihal
Rekomendas! [in Operasional Sckolah Menengah Atas
(SMA] Swasra dan Sekolah Menengah Kejurnan [SME)
Swasta, perlu diberikan Izin Operasional Sckolah
Menengah Alas,

o bahwea  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
. dimaksud dalam harul a dan huraf b, perlu
menerapkan HKeputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinst
Banten lentang Pemberian lzin Operasional Sekolah
Menengah Atas Peduli Bangsa,

Mengingal ¢l Undang-Undang Nomer 23 Tehun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2000 Momor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Tndopesis
Mewmor 24010);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tenrang
Histem  Pendidikan  Nasicnal (Lembaran  MNegara
Republile Indonesia Tahur 20003 Nomor 78, Tambalan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nemar 4301




4. Undang-Undang Nemeor 23 Tahun 20149 tentang

&n

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesiza Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 5587)
sehepaimana telah dinbek denpsn Undane-Undang
Momor 2 Tabun 2015 lentsng Penstapan Peraturan
Pemerintal: Penpganti Undang-Urndang  Nomor 2
Tabun 2014 tentang Perubahan atas Undeng-Undang
Momor 23 Tahun 2014 Tenlang Pemerintahan Dasrah
menjadi Undang-Undang [Lembaran MNegara Republik
Indoresia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 56570,

- Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan den penvelenggzraan perdidizan
scbagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Prmerintah Nomoer 65 Taln 2010 tentang Perubahan
Altas Peraturan Pemerintsh Momeor 17 Taban 2010
tentang Pengelolaan dan Ponyelenpparaan Pendidikan
(Lembaran MNegars Republik Tndenesia Tehun 2010
Mumor 112, Tambahan Lembaran Negara Republile
Indonesia Nomaor 5157);

- Peraturan Pernerintah Nomer 12 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tabran 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2015
Momoer 43, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 3670 §;

- Peraturan Presiden Momor 97 Tshun 2014 tenrang

Penyelenpgaraan  Pelayanan  Terpadu Salu Pintu
[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 221);

cPeraturan Menteri Pendidilkan  dan Kebudayaan

Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedvman Pendirian,
Perubahean, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita MNegara Republik Indopesia
Tahun 2014 Nomer £07)

- Peraturan Daerah Provinst Banten Nomor 7 Tahun

2011 rentang  Pelayanan  Terpadu Sata Pintu i
Bidang Penanaman Modal (Lerbaran Daerah Provinsi
Banten Tabun 2011 Nomor 7);

Feraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pembentulkan Organisasi Peranploal
Dacrah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2012 Nomor 3); Peraturan Daerah
Provinsi Banten MNomor 3 Tehun 2012 lentang
Pembenmitan Organisasi Perangiat Daerabh Provinsi
Banten [Lembaran Daecrah Provinsi Banten Tahuon
2012 Momuor 3);



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

3. Mengajukan  permchonan  perpanjangan  ijin
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berlakunya berakhir;

4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, dinvatakan batal apabila :

1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar
mengajar;

2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar
mengajar dengan mengajukan permohonan secara
tertulis;

3, Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Banten, sckolah yang bersangkutan sudah
tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar
merngajar;

4, Tidak mematuhi/ melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

lzin sebagaimena dimaksud dalam diktum KESATU,

dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
persetujuan Gubernur Banten.

Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
Pembinaaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap

izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan
Tugas Pokok dan Fungsinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal: (1 FEB 201§

a.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL B EL&YAN&N TERPADU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;

3. Bupati Pandeglang;

4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.



10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);

11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor
11);

12. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-
Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

Memperhatikan :Surat SMA Peduli Bangsa Nomor : 017/SMA-
PB/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang
Permohonan Izin Operasional SMA Peduli Bangsa.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
kepada :
Nama Lembaga/
Yayasan . Peduli Bangsa
Nama Sekolah : SMA Peduli Bangsa
Alamat. . JIn. Raya Munjul Km. 3
Kampung Bajeg 2 Desa
Kolelet Kabupaten
Pandeglang
Akte Yayasan/Badan : Nomor 34
Tanggal 09 Mei 2012
Notaris : Syahruddin,SH
Alamat

Jalan Letnan Bolang Nomor :
) 10A Pandeglang
KEDUA : Pemegang/penerima  izip

dalam diktum KESATU. diwajﬁfﬁff?‘imana dimaksud

1. Melaksanakan pro
: S€S  bela; - :
kurikulum yang berlaku; clajar - sesuai dengan
2. Mengirimkan laporan
Secara :
ketentuan menurut model y;nbgeglftaelatsisual dengan
ntukan;
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